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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pendidikan 
kesetaraan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi Andikpas di Rumah 
Tahanan Negara Klas IIB Wonogiri. 
Penelitan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Wawancara dilakukan dengan Kepala subseksi pembinaan dan pelayanan tahanan, 
pengelola pembinaan pendidikan di Rutan, koordinator kesetaraan di SKB, tutor yang 
mengajar di Rutan dan Andikpas yang berada di Rutan Wonogiri. Observasi 
dilakukan dengan melihat kondisi ruang kelas, membaca situasi dan kondisi selama 
proses pembelajaran. Dan dokumentasi berupa daftar kehadiran Tutor dan Andikpas, 
hasil belajar Andikpas dan buku pelajaran yang digunakan. Dalam melakukan 
pengumpulan data, peneliti menggunakan cara purposive sampling. Teknik uji 
validitas data yang digunakan berupa triangulasi sumber. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisi model interaktif yang memiliki 3 tahapan yakni reduksi 
data, penyajian data dan verifikasi. 
Hasil penelitian ini adalah implementasi program pendidikan pada pemenuhan 
hak Andikpas di Rutan Wonogiri belum dilakukan secara optimal. Program 
pendidikan kesetaraan yang digaungkan sebagai program unggulan menciptakan 
kondisi hiperealitas. Program yang diunggulan tidak seiring dengan realitas yang ada. 
Kurangnya optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan disebabkan 
oleh antar penyelenggara dan Andikpas tidak memiliki konsep dan tujuan yang sama. 
Program pendidikan kesetaraan yang diupayakan oleh petugas Rutan dan tutor SKB 
untuk memenuhi hak pendidikan Andikpas tidak sesuai dengan kebutuhan Andikpas. 
Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat pembagian porsi kerja supaya tidak terjadi 
tumpang tindih antar dua instansi namun, monitoring terhadap program pendidikan 
kesetaraan belum dilakukan dengan baik. 
Kata kunci: Program pendidikan kesetaraan, Pemenuhan hak pendidikan 
ABSTRACT 
This study aims to determine the implementation of equality education 
programs in the effort to fully right education Andikpas on Rumah Tahanan Negara 
Klas IIB Wonogiri. 
This research uses qualitative method with case study approach. Techniques 
of collecting data through interviews, observation and documentation. Interviews 
were conducted with the head of the subdivision of guidance and service of the 
prisoners, the managers of educational guidance in Rutan, the coordinator of equality 
in the SKB, the tutor teaching in Rutan and Andikpas in Rutan Wonogiri. 
Observation is done by looking at the condition of the classroom, reading the 
situation and conditions during the learning process. documentation in the form of 
attendance list Tutor and Andikpas, Andikpas learning outcomes and textbooks used. 
researchers use purposive sampling. Technique of data validity test used in the form 
of source triangulation. Technique of data validity test used in the form of source 
triangulation. Data analysis techniques used are interactive model analysis that has 3 
stages of data reduction, data presentation and verification. 
The results of this study is the implementation of educational programs on the 
fulfillment of rights Andikpas in Rutan Wonogiri not done optimally. Equivalent 
education programs that become excellent programs create a state of hypnosis. 
Excluded programs are not in line with the existing reality. This is because the 
organizers and Andikpas do not have the same concept and purpose.  
The program does not meet the needs of Andikpas. Monitoring of equivalency 
education programs is not well done. 
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PENDAHULUAN  
 Kasus hukum yang menimpa 
anak sebagai pelaku tindak kriminal 
semakin marak terjadi. Keterlibatan 
anak dalam tindak kriminal 
menyebabkan anak mendapatkan label 
anak berhadapan dengan hukum atau 
disingkat ABH. ABH terdiri dari 
pelaku, korban dan saksi usia anak, 
yakni dibawah 18 tahun.  
Anak yang diduga melakukan 
tindak kriminalitas dikatakan sebagai 
AKH atau anak konflik hukum. 
Sementara, anak yang berada di 
lembaga pemasyarakatan bukan lagi 
disebut sebagai AKH melainkan 
Andikpas (Anak Didik 
Pemasyarakatan).  
Pada Desember 2016, 
berdasarkan data 
smslap.ditjenpas.go.id,  terdapat 2.165 
Andikpas di seluruh Indonesia. Dari 
jumlah tersebut, Provinsi Jawa Barat 
menduduki peringkat pertama jumlah 
Andikpas terbanyak. Sedangkan 
wilayah Jawa Tengah menduduki 
urutan ke-enam terbanyak.  
Adanya pemidanaan anak 
merupakan perbuatan melanggar hak 
konstitusional atas perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan sama di hadapan hukum 
(Dwitamara, 2013:101). Pemidanaan 
terhadap anak-anak yang berkonflik 
dengan hukum sangat bertentangan 
dengan prinsip hak hidup, tumbuh dan 
berkembang karena akan merendahkan 
harga diri, perasaan inferior, nyala 
dendam makin berkobar, dan sangat 
mungkin terjadi penularan perilaku 
vandalis dan criminal dari penjahat-
penjahat kelas kakap untuk 
berinteraksi dengan anak-anak yang 
dipenjara (Rumtianing, 2014:20). 
Sidang putusan yang 
menetapkan anak harus mendekam di 
Lapas, Rutan atau LPKA selama 
beberapa waktu tentu akan 
berpengaruh pada perampasan hak 
pendidikan. “Dari catatan Ditjen PAS 
terdapat 2.361 anak menjalani 
hukuman pidana. Yang mengikuti 
pendidikan formal dan non formal di 
LPKA, Lapas, dan Rutan hanya 
berjumlah 929 anak atau 39 persen. 
Anak yang mengikuti pelatihan 
keterampilam hanya 175 anak atau 7 
persen” (Ferri, liputan6.com, 2 
Agustus 2016). Kondisi ini 
menunjukan rendahnya pemenuhan 
kebutuhan anak terhadap pendidikan. 
Padahal memperoleh pendidikan 
adalah hak semua warga Negara. 
Negara memiliki andil dalam 
mengatur segala kehidupan bangsa 
termasuk pendidikan. Pemerintah telah 
menjamin hak pendidikan warga 
Negara Indonesia melalui Undang-
Undang dan Peraturan Pemerintah. 
Anak di dalam penjara secara 
fisik terampas kemerdekaannya, 
namun hak pendidikannya tidak boleh 
terabaikan. meskipun AKH tidak bisa 
mendapatkan pendidikan dalam 
keluarga dan pendidikan pada sekolah 
formal, lembaga pemasyarakatan harus 
memenuhi hak pendidikan bagi AKH. 
Salah satu pendidikan yang dapat 
diakses AKH selama berada di dalam 
penjara adalah pendidikan non formal. 
Hal ini juga ditegaskan oleh 
Tirtarahardja dan Sulo (2005) bagi 
warga Negara yang tidak sempat 
mengikuti ataupun menyelesaikan 
pendidikan pada jenjang tertentu 
dalam pendidikan formal (putus 
sekolah) disediakan pendidikan non 
formal, untuk memperoleh bekal guna 
terjun ke masyarakat. 
Pendidikan non formal 
diwujudkan oleh LPKA, Lapas dan 
Rutan dalam bentuk pembinaan. 
Pembinaan tersebut adalah program 
pendidikan kesetaraan. Pendidikan 
kesetaraan menjadi pilihan alternatif 
pembinaan berbasis pendidikan 
mengingat, anak secara fisik terampas 
kemerdekaannya sehingga tidak dapat 
mengikuti sekolah formal. 
Dalam menyelenggarakan 
pendidikan bagi Andikpas ditemui 
berbagai hambatan baik dari internal 
lembaga maupun hambatan eksternal. 
Hambatan tersebut diantaranya pernah 
ditemukan dalam hasil penelitian 
sebagai berikut: 
a. Aprilianda (2014), yaitu, 
terbatasmya jumlah anak yang 
memenuhi persyaratan 
mengikuti pendidikan 
(khususnya lama pidana), minat 
anak yang rendah terhadap 
pendidikan, fasilitas dan sarana 
pendukung yang minim dan 
hampir tidak ada dan 
rendahnya dukungan dari 
sekolah anak sebelumnya.  
b. Alit (2007) menyebutkan, hak 
anak untuk memperoleh 
pendidikan pada umumnya 
cukup tersedia, semua LP Anak 
sudah melakukan kejar paket 
A, B, dan C serta 
menyelenggarakan ujian akhir. 
Namun, minat anak untuk 
belajar sangat minim, karena 
umumya anak berpendidikan 
drop out, telah lama 
meninggalkan bangku sekolah, 
perilaku “nakal” yang 
dilakukan anak selaras dengan 
seringnya tidak bersekolah. 
Maka persoalan mendesak bagi 
AKH dalam pemenuhan hak 
pendidikan adalah terselenggaranya 
program pendidikan kesetaraan yang 
optimal. Penelitian ini berupaya untuk 
menjawab rumusan masalah, 
“bagaimana implementasi program 
pendidikan kesetaraan dalam upaya 
pemenuhan hak pendidikan bagi 
Andikpas di Rumah Tahanan Negara 
Klas IIB Wonogiri?” 
Adanya penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui implementasi 
program pendidikan kesetaraan dalam 
upaya pemenuhan hak pendidikan bagi 
Andikpas di Rumah Tahanan Negara 
Klas IIB Wonogiri. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Penelitian 
kualitatif bermaksud untuk memahami 
perilaku individu dan kelompok dalam 
memberikan layanan pendidikan pada 
Andikpas di Rutan Wonogiri. 
Studi kasus yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah studi kasus 
untuk menyelidiki pelaksanaan 
program pendidikan kesetaraan yang 
diberikan kepada Andikpas di Rutan 
Wonogiri 
 Penelitian dilakukan dalam 
kurun waktu 11 (sebelas) bulan dari 
bulan Maret 2017 sampai Januari 
2018. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder.  
 Data primer diperoleh melalui 
wawancara dan observasi. Wawancara 
dilakukan dengan informan yang 
dianggap mengetahui masalah 
pendidikan pendidikan kesetaraan 
Andikpas di Rutan, diantaranya 
Kepala subseksi pembinaan dan 
pelayanan tahanan, pengelola 
pembinaan pendidikan di Rutan, 
koordinator kesetaraan di SKB, tutor 
yang mengajar di Rutan dan Andikpas 
yang berada di Rutan Wonogiri. 
Sedangkan, observasi dilakukan untuk 
mengecek kembali data yang diperoleh 
dari wawancara. 
 Data sekunder diperoleh dari 
sumber lain yang mendukung 
kelengkapan data primer, diantaranya 
daftar kehadiran Tutor dan Andikpas, 
hasil belajar Andikpas, buku pelajaran 
dan data pendukung tambahan lainnya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Penelitian ini berupaya untuk 
memahami implementasi program 
pendidikan kesetaraan dan pemenuhan 
hak pendidikan Andikpas dengan 
menggunakan teori hiperrealitas yang 
dikemukakan oleh Jean Baudrillard. 
Hiperealitas menjelaskan keadaan 
runtuhnya realitas, yang diambil alih 
oleh rekayasa model-model (citraan, 
halusinasi, simulasi) yang dianggap 
lebih nyata dari realitas itu sendiri, 
sehingga perbedaan keduanya menjadi 
kabur (Piliang, 2011:22). 
 Rutan Wonogiri 
menyelenggarakan program 
pendidikan kesetaraan untuk 
memenuhi hak pendidikan Andikpas. 
Rutan Wonogiri bekerja sama dengan 
SKB Wonogiri. Dalam 
penyelenggaraannya, program 
pendidikan kesetaraan belum 
dilakukan secara optimal. Program 
pendidikan kesetaraan yang 
digaungkan sebagai program unggulan 
menciptakan kondisi hiperealitas. 
Program yang diunggulan tidak seiring 
dengan realitas yang ada. Kurangnya 
optimalnya penyelenggaraan program 
pendidikan kesetaraan disebabkan oleh 
antar penyelenggara dan Andikpas 
tidak memiliki konsep dan tujuan yang 
sama.  
 Program pendidikan kesetaraan 
yang diupayakan oleh petugas Rutan 
dan tutor SKB untuk memenuhi hak 
pendidikan Andikpas tidak sesuai 
dengan kebutuhan Andikpas. 
Meskipun dalam pelaksanaannya 
terdapat pembagian porsi kerja supaya 
tidak terjadi tumpang tindih antar dua 
instansi namun, monitoring terhadap 
program pendidikan kesetaraan tidak 
dilakukan dengan baik. Rutan 
Wonogiri menyerahkan sepenuhnya 
segala ketentuan mengenai kegiatan 
belajar kepada SKB karena petugas di 
Rutan tidak memiliki kompetensi 
dalam mengajar. Petugas di Rutan 
tidak memonitor kehadiran tutor SKB. 
Sebaliknya, tutor SKB hanya akan 
memberikan materi pelajaran kepada 
Andikpas yang hadir atas dasar 
kemauan sendiri dan panggilan dari 
tamping. Tutor SKB tidak dapat 
menjangkau Andikpas yang berada 
diluar Rutan untuk mengikuti kegiatan 
belajar. 
Implementasi program 
pendidikan kesetaraan memperlihatkan 
keadaan hiperealitas. Disatu sisi, 
adanya program pendidikan kesetaraan 
menjadi program unggulan bagi kedua 
instansi penyelenggara, yakni Rutan 
Wonogiri dan SKB Wonogiri. 
Keunggulan program ini karena tidak 
banyak instansi yang manpu 
mengadakan kerja sama serupa. Disisi 
lain, faktanya penyelenggaraan 
program pendidikan kesetaraan tidak 
berfungsi bagi pemenuhan hak 
pendidikan Andikpas. Program 
pendidikan kesetaraan belum 
dilaksanakan secara optimal. Fasilitas 
yang belum cukup memadai, tutor 
yang belum fokus pada pengajaran di 
Rutan, tujuan dan pelaksanaan 
program yang belum dilaksanakan 
secara terarah.  
 Rutan Wonogiri dalam hal ini 
yang menjadi wakil Negara berupaya 
untuk memberikan pemenuhan hak 
pendidikan Andikpas dengan cara  
mengadakan program pendidikan 
kesetaraan. Apa yang diupayakan oleh 
Rutan dan SKB sebagai pihak 
penyelenggara hanya sebatas 
meng’ada’kan tanpa memperhatikan 
pengaruh program pendidikan 
kesetaraan terhadap kebutuhan 
Andikpas. Tidak pula memperhatikan 
kualitas pengajaran yang ada. Apa 
yang diadakan hanya kuantitas atau 
simbol agar pemenuhan hak 
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